
1

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha 

Indonesia (KBLI) 2025 dan OSS 

RBA Bagi Industri Angkutan 

Barang

Rahardjo Siswohartono

Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri

Jakarta, Mei 2026



2



3



4



Konsep Umum Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Penggunaan KBLI Dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
Dan Implementasinya Pada Sistem OSS
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Konsep Umum Perizinan Berusaha Berbasis Risiko1
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Undang Undang

Peraturan Pemerintah 

Peraturan Menteri 
Investasi dan Hilirisasi

UU 6 Tahun 2023

PP 28 Tahun 2025

Permeninveshil 5 Tahun 2025

❑ penerapan sistem OSS RBA

❑ penyederhanaan persyaratan dasar 

Perizinan Berusaha

❑ penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor

❑ penyederhanaan persyaratan investasi. 

Peraturan Presiden

BUPM

Perpres 10 jo. 49 / 2021 
+

Peraturan Menteri / 

Peraturan Badan

Sektoral
+

Mandat Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
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TINGKAT 
RISIKO

Risiko Rendah 
(R)

Risiko Menengah 
Rendah (MR)

Risiko Menengah Tinggi (MT) Risiko Tinggi (T)

PERIZINAN 
BERUSAHA

Nomor Induk  
Berusaha (NIB)

1) Nomor Induk 
Berusaha (NIB)

2) Sertifikat Standar 
(SS) berupa 
pernyataan 
mandiri

1) Nomor Induk Berusaha  
(NIB)

2) Sertifikat Standar (SS)  
berupa pernyataan mandiri 
yang harus dipenuhi standar 
kegiatan usahanya oleh 
Pelaku Usaha dalam kurun 
waktu tertentu

3) Standar kegiatan usaha  dan 
SS diverifikasi  oleh  
Kementerian/Lem-
baga/Pemerintah Daerah

1) Nomor Induk 
Berusaha  (NIB)

2) Izin yang harus 
disetujui  oleh  
Kementerian/Lem-
baga/Pemerintah 
Daerah

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat  

risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan  

bidang usaha atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang terimplementasi di Sistem OSS. KBLI yang 

berlaku saat ini adalah KBLI tahun 2020 dengan angka 5 digit sebagai kode bidang usaha. 

Tingkat Risiko dan Korelasinya Dengan Perizinan Berusaha
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Penggunaan KBLI Dalam Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko (PBBR) dan Implementasinya 
pada Sistem OSS RBA

2
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Rekapitulasi Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha UMKU di PP 28/2025
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Pengendalian & 

PengawasanPersyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

1. Terdiri dari tiga aspek yaitu; aspek yaitu 
aspek ruang, aspek lingkungan dan aspek 
bangunan gedung

2. Merupakan prasyarat bagi Pelaku Usaha 
sebelum bermohon Perizinan Berusaha

1. Terdiri dari tiga dua jenis yaitu Perizinan 
Berusaha KBLI (PB KBLI) dan Perizinan 
Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha 
(PB Non-KBLI)

2. Dapat dimohonkan oleh Pelaku Usaha 
setelah memenuhi Persyaratan Dasar

▪ PP16/2021 tentang Penyelenggaraan 
Penataan Ruang

▪ Permen KP 28/2021 tentang Penyelenggaran 
Penataan Ruang Laut

▪ Permen LHK 7/2921 tentang Perencanaan 
Kehutanan, Perubahan Peruntukan Dan 
Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan 
Kawasan Hutan

▪ PP22/2021 tentang Penyelenggaraan 
Perlindungan dan Pengelolaan LH

▪ PP16/2021 tentang Penyelenggaraan 
Bangunan Gedung

Dasar Hukum Yang Menjadi Acuan

▪ PP28/2025 tentang Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

▪ Permeninveshil 5/2021 tentang Pedoman 
dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman 
Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko Secara Elektronik (OSS)

▪ Permen Sektor tentang Standar Usaha dan 
Kegiatan 

Dasar Hukum Yang Menjadi Acuan

Setiap Pelaku Usaha wajib 

memenuhi Persyaratan Dasar 

sebelum bermohon Perizinan 

Berusaha, namun demikian 

ada kondisi tertentu di mana 

persyaratan dasar tidak 

diwajibkan

Alur Umum Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
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Daftar hak 

akses OSS Input KBLI
Pilih Ruang 

Lingkup
Tapisan BUPM

1 2 3 4
Rincian 

Kegiatan Usaha

5

Akta Pendirian

Pengajuan 

Nama PT

Pendaftaran PT 

dan Pencatatan 

KBLI

Penerbitan SK 

Pengesahan PT

Pendaftaran 

Perseroan & 

Pengumuman 

TBNRI

Mohon KKPR/ 

KKPRL
KKPR / 

KKPRL
SPPLNIB

SKKL / 

PKPLH 

/ SPPL 

Sertifikat StandarSertifikat Standar 

Pemenuhan 

Standar

Sertifikat Standar 

Permohonan 

Izin

Pemenuhan 

Persyaratan

Izin

Risiko 

Menengah 

Rendah

Risiko 

Menengah 

Tinggi

Risiko Tinggi

I. Tahapan 

Pendirian Badan 

Usaha (PT)

SISTEM OSS TARIK 

DATA SISTEM AHU DAN 

DUKCAPIL

Verifikasi oleh 

K/L/D sesuai 

kewenangan

TERBIT

dengan tanda 

“belum terverifikasi”

TERBIT

dengan tanda 

“telah terverifikasi”TERBIT

TERBIT

TERBIT

TERBIT

TERBIT
6

TERBIT

PBG - SLF

Pendaftaran Wajib 

Pajak Badan

II. Tahapan 

Pendaftaran Hak Akses 

dan Pengisian 

Data Usaha

III. Pemenuhan Persyaratan Dasar

IV. Perizinan Berusaha (PB) Berdasarkan Tingkat Risiko

Penapisan 

DLH

7

NIB → Berlaku 

sebagai PB 

untuk Keg. 

Usaha Risiko 

Rendah

KBLI Sebagai Kode Referensi Dalam Pencatatan Badan Usaha dan Proses Perizinan 

Notaris

8
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10

11

11
11

11

1212

13 13

Note:
- Gistaru telah full integrasi 

dg OSS
- AMDALNet SSO dg OSS
- SIMBG SSO dg OSS

2 3 4 51
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V. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) (apabila diperlukan)
      Dilakukan melalui mekanisme Integrasi/Hak Akses/Hybrid 12



Dinamika KBLI Dalam Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko 3
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Cakupan dan Jenis Penyempurnaan KBLI
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Dinamika 
Perubahan KBLI 

2025

One to Many

Many to One

One to One

Perubahan yang semula lebih dari 1 menjadi
satu KBLI

Penyesuaian kode KBLI berdasarkan ISIC Rev 5

Perubahan dari semula hanya 1 KBLI menjadi lebih 
dari satu KBLI

Dinamika Dalam Penyempurnaan KBLI 2025



No. KBLI 2020 
(Peraturan BPS No. 2 tahun 

2020)

KBLI 2025 
(Peraturan BPS No. 7 tahun 2025)

Sifat 
Kesesuaian

Jenis 
Perubahan

Kode Judul Kode Judul

1. 

39000

Aktivitas Remediasi 
dan Pengolahan 
Limbah dan Sampah 
Lainnya

39001 Aktivitas 
Penangkapan
Karbon

One to Many Pecah Kode

2. 39002 Aktivitas
Penyimpanan Karbon

One to Many Pecah Kode

3. 39009 Aktivitas Remediasi

dan Pengelolaan 
Limbah atau 
Sampah Lainnya

One to Many Pecah Kode
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Contoh Dinamika Dalam Penyempurnaan KBLI 2025 (one to many)



No. KBLI 2020 
(Peraturan BPS No. 2 tahun 

2020)

KBLI 2025 
(Peraturan BPS No. 7 tahun 2025)

Sifat 
Kesesuaian

Jenis 
Perubahan

Kode Judul Kode Judul

1. 52291 Jasa Pengurusan
Transportasi (JPT)

52311
Jasa Pengurusan
Transportasi (JPT) Many to One Gabung Kode

2. 52292 Aktivitas Ekspedisi
Muatan Kereta Api
dan Ekspedisi
Angkutan Darat
(EMKA & EAD)

3. 52293 Aktivitas Ekspedisi
Muatan Kapal
(EMKL)

4. 52294 Aktivitas Ekspedisi
Muatan Pesawat
Udara (EMPU)
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Contoh Dinamika Dalam Penyempurnaan KBLI 2025 (many to one)



No. KBLI 2020 
(Peraturan BPS No. 2 tahun 

2020)

KBLI 2025 
(Peraturan BPS No. 7 tahun 2025)

Sifat 
Kesesuaian

Jenis 
Perubahan

Kode Judul Kode Judul

1. 49431 Angkutan Bermotor
untuk Barang Umum

49231 Angkutan Bermotor
untuk Barang Umum

One to One
Recoding/
Pindah Kode

2. 49432 Angkutan Bermotor
untuk Barang
Khusus

49232 Angkutan Bermotor
untuk Barang Khusus

3. 52295 Angkutan Multimoda 52291 Angkutan Multimoda

18

Contoh Dinamika Dalam Penyempurnaan KBLI 2025 (one to one)



20

Penyusunan Draft Surat Edaran Bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal dan Menteri Hukum, dan Kepala Badan Pusat Statistik tentang tentang Implementasi Penyesuaian Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang antara lain
mencangkup:

1. Persyaratan Dasar (PD), Perizinan Berusaha (PB) dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan
Usaha (PB UMKU) yang sudah terbit, telah terverifikasi atau telah disetujui sebelum
implementasi KBLI 2025 dalam penyelenggaraan PBBR, dinyatakan tetap berlaku.

2. Pelaku usaha yang telah terdaftar atau tercatat pada Sistem Ditjen AHU agar melakukan penyesuaian KBLI
2025 melalui perubahan anggaran dasar dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha eksisting sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penyesuaian KBLI 2025 tidak diperlukan dalam hal perubahan hanya berupa penyesuaian kode numerik
berdasarkan tabel konversi yang tidak mengakibatkan perubahan substansi maksud dan tujuan serta
ruang lingkup kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar. Penyesuaian dilakukan
secara otomatis melalui Sistem Ditjen AHU dan Sistem OSS berdasarkan tabel konversi tanpa memerlukan
perubahan anggaran dasar.

4. Penyesuaian KBLI 2025 dalam akta perubahan notaris diberlakukan bagi pelaku usaha yang melakukan
aksi korporasi berupa perubahan Anggaran Dasar karena perubahan maksud dan tujuan, menambah
dan/atau mengurangi kegiatan usaha.

5. Penyesuaian KBLI 2025 dalam Sistem OSS dan Sistem Ditjen AHU dilakukan oleh Kementerian
Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan Kementerian Hukum paling lambat pada tanggal 18 Juni 2026.

6. Sistem Ditjen AHU memproses pengesahan pelaku usaha menggunakan KBLI 2020 sampai dengan
diimplementasikannya penyesuaian KBLI 2025 sebagaimana dimaksud pada angka (5).

7. Sistem OSS memproses PBBR menggunakan KBLI 2020 sampai dengan diimplementasikannya penyesuaian
KBLI 2025 sebagaimana dimaksud pada angka (5).

Tindak Lanjut Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2025



Isu Strategis KBLI 49431, 49432, dan 522914
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ASPEK KBLI 49431 KBLI 49432 KBLI 52291

Jenis Usaha Angkutan barang umum Angkutan barang khusus Jasa pengurusan transportasi

Objek Kegiatan Barang umum Barang khusus/B3 Pengelolaan distribusi

Risiko Usaha Menengah Tinggi Tinggi Menengah Tinggi

Kewenangan Gubernur Menteri/Kepala Badan - Provinsi : Gubernur
- PMA : Menteri/Kepala Badan

Ruang Lingkup Seluruh (mencakup operasional 
angkutan barang dengan 
kendaraan bermotor dan dapat 
mengangkut lebih dari satu jenis 
barang, seperti angkutan dengan 
truk, pick up, bak terbuka dan bak 
tertutup (box).)

Seluruh (mencakup operasional angkutan 
barang dengan kendaraan bermotor untuk 
barang yang secara khusus mengangkut satu 
jenis barang, seperti angkutan bahan bakar 
minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG 
dan CNG, angkutan barang berbahaya, limbah 
bahan berbahaya dan beracun, angkutan 
barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, 
angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan 
hidup dan pengangkutan kendaraan 
bermotor.)

Seluruh (mencakup usaha 
pengiriman dan atau pengepakan 
barang dalam volume besar, 
melalui angkutan kereta api, 
angkutan darat, angkutan laut 
maupun angkutan udara.)

21

KBLI 2020 Berdasarkan PP 28 Tahun 2025



No. Kode Semula Menjadi

1. 49431 Menteri/ Kepala 
Badan 

Gubernur 

2. 49432 Gubernur Menteri/Kepala Badan 

22

• BAK ditandatangani tanggal 1 Desember 2025 pada Rapat Koordinasi Penyelesaian Perubahan  Ketentuan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian  Koordibator Bidang Perekonomian Republik 
Indonesia.

• Pelaku usaha yang mengajukan  KBLI 49431 dan 49432 sebelum adanya BAK   disarankan untuk melakukan pengajuan 
perizinan baru.

Perubahan Kewenangan KBLI 49431 dan 49432 
Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan 



Aspek Implikasi

Proses Perizinan Penyesuaian KBLI dan tingkat risiko usaha sesuai KBLI 2025.

Kewajiban SS terverifikasi dan tambahan persyaratan teknis bagi usaha tertentu.

Potensi kendala OSS akibat integrasi sistem sektoral yang belum optimal.

Perbedaan interpretasi antar instansi dalam proses verifikasi dan penerbitan izin.

Operasional Usaha Penggunaan armada lintas kegiatan usaha berpotensi dibatasi apabila tidak sesuai 
KBLI.

Pelaku usaha perlu menyesuaikan ruang lingkup layanan dan pola operasional.

Potensi gangguan distribusi/logistik apabila legalitas usaha belum sesuai ketentuan 
terbaru.

Kegiatan usaha hybrid memerlukan penyesuaian model bisnis dan legalitas usaha.

Kepastian Hukum Ketidaksesuaian KBLI dapat menimbulkan risiko pengawasan dan sanksi administratif.

Perbedaan interpretasi regulasi menimbulkan ketidakpastian legalitas usaha.

Potensi hambatan kerja sama bisnis dan pemenuhan persyaratan kontrak.

Diperlukan harmonisasi regulasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kepastian hukum.
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Implikasi terhadap Proses Perizinan, Operasional Usaha, dan Kepastian Hukum
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